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KABUPATEN-MAJALENGKA

BUPATIMAJAL~NGKA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa sejllm1ah 4. (empat) orang Anggota Badan
PermusyaWat;~tan Oesa.. pa'da Oesa Anggrawati
Keca~atap." M;~ja Kaoupaten Maj~engka yang
dian.gkat'dengap. KePll~l1san Bupati Majalengka
Nomor 14tl.I\~p.522-Tapelllj2019 tentangPeresmian
AriggotllBaq~Jl;Permus)Tawarata.n Oesa di Kabupaten

. Majaleilgki "teI8h ....•.mengundurkan diri, sehingga
untukad~y1:l. kepastian hukum perlu dilakukan
pemberhe:r:ttian; .,

b. -bah~a ber41ls~k~r' peI,'timbangan sebagaimana
dimak-'Slld.dalam,hui1Jfa dim,'sesuai ..dengan Pasal 86

, . , .. ".'.' :".',r;t'l:-',>::-,' '-'.~_"- -!~-,~

Peraturan<Oaerllh Kabupaten Majalengka Nomor 2
Tahun 2015tept,l3IlgO~~asebagaimana telah diubah
dengan .Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka
Nomor6 T~un2019 ,tentang Perubahan Atas
Peraturan.Daerah '.Kabupaten Majalengka Nomor 2
Tahun 2015. tentang Desa; maka perlu
memberhentikah .Anggota Badan Permusyawaratan
Desa ,pada, ])esa Anggrawati Kecamatan Maja
Kabupaten . 'Majalengka.. yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati."

, - '. ,,",-.~ ::;- ,'.;:,

1. Undang":Uijdang Nomor. 14 Tahun 1950 tentang
PemOentukai1;,"Daerah-Daefah Kabupaten dalam
Lingkungi:ui. Pr0pinsi Dji-lwa Barat (Berita Negara
~epublik In~on.e~~!3-"'R9-hun 1950) sebagaimana telah
diuba.h" d~n~a.n,"Una$g-Utidang Nomor 4 Tahun
1968t~p't~g,1oI?embentU1<:llllKabupaten Purwakarta
dan'l(abUBa1:en~ubang deiigan mengubah Undang-
Undang 'Norrior 14 Tahun 1950 tentang
Pembenhl~8fl),-..Daerah- Daerah Kabupaten dalam
Lin~kung~n..~r()pinsi DjawaBarat (Lembaran Negara
Repllblik Inddh~sia Tahun 1950 Nomor 31,
Tambahan'DemlJaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

2. Undang-Undang .... 2
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2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2021 ten tang Badan Usaha Milik
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6623);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

7. Peraturan .... 3
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7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2
Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 2)
sebagaimana te1ah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
2019 Nomor 6).

Memperhatikan Surat Kepala Desa Anggrawati Nomor 117j008-Sekre
tanggal 6 Januari 2022 Perihal Permohonan
Pemberhentian BPD.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Memberhentikan dengan hormat nama yang tercantum
dalam Lampiran Keputusan Bupati Majalengka Nomor
141jKep.522-Tapemj2019 tentang Peresmian Anggota
Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Majalengka
Nomor Urut 1096, Nomor Urut 1097, Nomor Urut 1098,
dan Nomor Urut 1099 sebagai Anggota Badan
Permusyawaratan Desa pada Desa Anggrawati
Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, disertai
ucapan terimakasih atas darma baktinya se1ama
menjalankan tugas.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 25 Jahuari 2022

BUPATI MAJALENGKA,

~
KARNASOBAHI



--"LAMPIRAN-""" :"--""'KEP"UTUSAN~trR1-1I.¥AtrA~ENG KA""",-. .
Nomor . PR:Q,b,:.Q2.00jKEP. 28 -DPMDj2022
Tan al . " 25~'Jahua::i:'i.2022
Tenf~g :~P~M~~gij~NTIA.N ANGGOTA BADAN

PERNIl:J~XAW-ARATANDESA PADA DESA
ANQ'qRi\WA:(I KECAMATAN MAJA
.KABUPATENMAJALENGKA.

ANGGOTA ..BADANPERMtlSYAWARATANpESAYANG DIBERHENTIKAN
DARI KE;A!~GGOTAANB.;\bM"~Ji:>~f~U~YAWARATAN DESNPADA DESA

"ANGGRAWATI KECAMATAN"MAJ"A\KABUPATEN MAJALENGKA

NO NAMA .DESA KECAMATAN KETERANGAN

1096 ASEPRAHMAT ANGGRAWATI Maja Mengundurkan Diri
. .. ....

1097 MAMAN ANGGRAWATf Maja Mengundurkan Diri
.

Mengtllldurkan Diri1098. WIJI RAHAYU ANGGRAWATI Maja
. .' . 7

1099 ASEPAYAQIN ANGGRAWATI .Maja Mengundurkan Diri

BUPATI MAJALENGKA,

~
KARNA SOBAHI
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